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Pengadilan Agama Baub
permohonan Itsbat Nik

dalam perkara Yang diajukan oleh

Asrul bin Ahmalg
 UMur 28 tahun, agama Islam, pendidikan torakhlr -
Tani,
L

«, pokorjann
b " -
ertempat kediaman di Doga Tinabite, Kecamatan

antari
ntari Jaya, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon I,

Nurdiana binti Abd. My
- Muis, umur 21 tahun, agama lslam, pendidikan terakhir “

pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dosa Tinabite,

Wmnmsm.m: Lantari Jaya, Kabupaten kolaka, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon Il;

Pengadilan Agama tersebyt
Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19
September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Baubau Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam di Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten
Kolaka Utara, pada tanggal 25 Oktober 2011;
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2. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah imam
setempat bernama Hasini § Ag, dengan wali nikah paman Pemohon |l
bernama H. A Basso, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Asri
dan Ruke dengan maskawin berupa 1/2 Ha kebun Coklat dibayar tunai,

3. Pada saat pernikahan tersebul Pemohon | berstatus jejaka dalam usia 23
tahun, Pemohon Il bersatus perawan dalam usia 16 tahun

4. Bahwa, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan
tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan balk menurut ketentuan hukum Islam maupun
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemahon Il tidak pernah bercerai
sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;

6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas
pernikahan Pemohon | dan Pemohon |;

7. Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
Pengesahan Nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan
pemikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (Asrul bin Ahmala) dengan
Pemohon Il (Nurdiana binti Abd. Muis) yang dilaksanakan di Desa
Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal
25 Oktober 2011;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan

penjelasan secukupnya ;
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Bahwa  kemudian  dilanjutkan pemeriksaan  pokol porkara dofigen
erlebin dahuludibacakan surat permohonan para Pemalion yang Isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemolion )

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pare Pamiohorn
telah mengajukan dua orang saksi sobagai beikut

1. Ahmala bin Time, umur 71 tahun, agama lslam, pendidikan terakbir tidak
sekolah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tinabite, Kecamatan
Lantari Jaya, Kota Baubau,

- Bahwa saksl kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi ayah
kandung Pemohon | ;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah di
Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara pada 26
Oktober 2011,

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon | dan Pernohon II;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Hasini 5. Ag

atas kuasa dari wali Pemohon I,
. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon Il bernama H. A

Basso;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah Asri dan Ruke;

. Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
adalah berupa 1/2 Ha kebun Coklat dibayar tunai;

- Bahwa terjadi ijab gabul pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemachon Il
bersatus perawan;

. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan darah
dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi

penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam

dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat

pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ;
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. pPahwa Pemohon | dan Pemohon 1) hanyn sokali menikah  sampal

> o

qekarang dan tidak pomah berceral |

pahwa pemikahan Pemohon | dan Pemohon 1l telah dikaruniai dua orang

anok;

pahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah
adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan
dan penarbitan Buku Nikah,

» Kaharudin bin Yunus, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

5PG, pekerjann tani, bertempat tinggal Desa Tinabite, Kecamatan Lantari

Jaya, Kota Baubau;
. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi

sepupu dua kali dengan Pemohon |;
. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah di

Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara pada 25
Oktober 2011;

. Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Hasini S. Ag

atas kuasa dari wali Pemohon II;
. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon Il bernama H. A

Basso,
. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon | dan

Pemohon |l adalah Asri dan Ruke;
. Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l

adalah berupa 1/2 Ha kebun Coklat dibayar tunai;
. Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ;
. Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il

bersatus perawan;
. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan darah

dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi

penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam

dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Him 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Bb

’ Scanned by CamScanner

Disclaimer
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Halaman 4

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nesia

. Bahwa  (dak ad
A WA pihak Yong Nebaratan  dan IMRNGRATRE ‘\)f.*g.d

paimikahan Poimohon | dan Pemohon 11

- Bahwa Pemohos _ ) '
¢ emohon | gan Pemalon 1l hanya sekal menkal sampai
seRang dan tidak Peinah bercerai
L“h\\l MIvkahs . ‘
13 Q pernikahan Pemohon | dan Pamohon | tekah ddaruva dua qjang

anak

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah
adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan perakanan
dan penerbditan Buky Nikah,
Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemahon

membeanarkan dan menerimanya

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpuian secara kaan yang pada
pokoknya tetap pada parmohonannya dan mohon penatapan

Bahwa untuk lengkap dan nngkasnya waian pendtapan ini, maka
sagala sesuatu yang termuat dalam benta acara skiang ini, marupakan bagian
yang tak terpisahkan dani penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas |

Menimbang, bahwa para Pemohon yang beragama lslam mengajukan
permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49
huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 serta perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi
absoiut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemchon mengajukan permohonan pengesahan
nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il
adalah suami istri yang menikah di Desa Lawekara, Kecamatan Rateangin,
Kabupaten Kolaka Utara pada 25 Oktober 2011 dengan wali nikah paman
Pemohon il bernama H. A Basso dan saksi nikah masing-masing bemama Asni
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dan Ruke. dengan mask

awin borupa be i ;
dan terjadi fjab katyy et ot e |

Menimban {
Penerbitan Buics Nikah Thyaratan pencatlotan pernikahan dan
— ':(::;Z:’Z:qu:::"::olm:ui' ﬁtengln?;:nlkntl sah tidaknya suatu perka Hinan,
Bamohan I NE o ‘mbuktikan apakah perkawinan Pemchon | dengan
i i zb; r:m:monuhi syarat dan rukun perkawinan menurut
oy . enmngnn' dengan peraturan perundang-undangan
kan oleh Pengadilan:
| Memmbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 REg. “Barang
siapa  beranggapan mempunyai syaty hak atau suaty keadaan untuk
menguatkan haknya atay menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan
hak atau keadaan itu*, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ; |
Menimbang, bahwa para  Pemohon dalam persidangan telah
mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ahmala dan Kaharudin
dan kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agama Islam yang
keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada tanggal 25 Oktober 2011 telah dilaksanakan perkawinan
antara Pemohon | dengan Pemohon I di Desa Lawekara, Kecamatan
Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah paman Pemohon II
bemama H. A Basso, saksi nikahnya adalah Asri dan Ruke, dan mas
kawinnya berupa 1/2 Ha kebun Coklat di bayar tunai serta adanya ijab
kabul;

Bahwa saat perkawinan, Pemohon | berstatus jejaka, sedangkan Pemohon
Il berstatus perawan serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam,
maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang

keberatan atas perkawinan tersebut;
Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai atau menikah

lagi, dan tetap beragama Islam;
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- Bahwa perkawinan lersabut belum tercatat i KUA setempat, sedangkan
pemohon | dan Pemohon | sangat mambytuhkan Kutpan Akta Nikah untuk
gkt status perkawinannya, ‘
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan alat-alat
bukt tertulis serta keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, dipercieh
fakta hukum sebagai berikut:

. Bahwa antara Pemchon | dan Pemohon 1) adalah suami istri sah menikah di
Desa Lawskara, Kecamatan Rateangin, Kabupaten Kolaka Utara, pada
tanggal 25 Oktober 2011;

- Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dilaksanakan
berdasarkan syamat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang beraku ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

ilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI

Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut
adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan
perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a
quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun
dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum
Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan
dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan
secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan
perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-
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pasal 42,

dang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 20, Pasal 40, pasal 41,
o cawinan

dang Homor 1

un (ersebut

pasal 43, dan Pagal 44 Kompilasl Hukum 1slam, sehingga perl
as

h menurut syariat lslam dan sah pula menurul Undang-Ur
1

) 1074 tentang Perkawinan, "
asar alasan yang

enentukan
(e) yaitu
angan

Tahu
pMenimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berd

m
dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah

j('h]ﬂ '
ain disebutkan dalam u

alasan |sbat nikah secara limitalif, antara | o
pollmwhmn yang dilakukan oleh mereka yang tidatc mempunyal
pmknwinnn menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ' S
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasika
dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kom

armohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisba

pilasi Hukum [slam,
tkan pernikahan

p
pemohon | dengan Pemohon Il tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan ! .
harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut di .
. H ]

karena Pemohon | dan Pemohon I belum mendapat Akta Nikah sebagal u

sbat nikah
ajukan

status perkawinannya;
Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan y

pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan m
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan di ’
Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada tanggal 10 April

ang telah diuraikan,
enyatakan sah
Desa

2007;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon

dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan Yyang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Asrul bin Ahmala) dengan
Pemohon Il (Nurdiana binti Abd. Muis) yang dilaksanakan pada tanggal 25
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